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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

1. Elektronik goverment kite kenal sebagai salah satu pemanfaatan 

teknologi dan infomasi dalam pelayanan publik. Setiap instansi 

pemerintahan di indonesia sudah melakukan inovasi dengan 

menggunakan e-goverment untuk membantu dalam hal memberikan 

pelayanan kepada masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil, dalam bidang kesehatan, dalam dinas kepegawaian dan juga dalam 

kepolisian republik Indonesia E-tilang merupakan salah satu produk e-

goverment yang berguna untuk membantu tugas kepolisian lalu lintas 

dalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari e-tilang ini 

yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh kepolisian. 

Dengan adanya e tilang ini membuat proses tilang menjadi lebih efektif 

dan efisien baik dari segi waktu dan juga biaya. Bedasarkan pembahasan 

diatas menganai efektivitas sistem e tilang dalam meminimalisir 

pelanggaran lalu lintasyang menggunakan teori pengukuran efektifitas 

james l price masih terdapat beberapa kekurangan terutama dari segi 

sumber daya. Dilihat dari pendekatan sumber daya, penerapan e tilang ini 

belum begitu efektif karena masih kurangnya perlengkapan berupa cctv. 

Hanya terdapat 5 titik yang sudah dipasangi cctv sedangkan masih 

banyak titik titk lain yang belum dilengkapi dengan cctv e tilang. 

2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang (e-Tilang) 

sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ditlantas Polda 
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Sumbar berupa Sumber daya manusia yang tidak cukup profesional, 

kurangnya anggaran dana, sarana dan prasarana (Kamera ETLE) 

merupakan  hambatan yang ditemui Ditlantas Polresta Padang. 

B. Saran 

1. Sebaiknya Ditlantas Polresta Padang dapat menerapkan sikap 

preofesionalitas dalam bertugas, budaya praktik penegakan hukum yang 

tidak konsisten dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kepolissian Republik Indonesia dalam hal ini khsususnya Polisis lalu lintas. 

2. Semestinya pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana fasilitas 

kemajuan teknologi penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia 

seperti teknologi ETLE yang terdesentralisasi secara menyeluruh di seluruh 

Indonesia.  
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